BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan
Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai
analisis penerapan contemporaneous pada perjanjian baku jasa pengiriman
barang milik JNE, TIKI, dan POS berdasarkan UUPK, maka kesimpulan yang
dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal terjadi sengketa yang menimbulkan kerugian pada
pelaku usaha akibat perbuatan konsumen dan untuk mengetahui sejauh
mana tanggung jawab konsumen dapat mengacu pada apa saja
kewajiban yang berlaku bagi konsumen dan hak-hak yang dimiliki oleh
pelaku usaha sesuai aturan Pasal 5 dan Pasal 6 UUPK, karena UUPK
tidak mengatur mengenai tanggung jawab dari konsumen hanya
mengatur tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha dapat
memintakan pertanggungjawaban perdata dalam rupa perbuatan
melawan hukum, dengan dasar 1365 dan 1366 KUH Perdata. Dalam
gugatan perbuatan melawan hukum dapat dimintakan ganti kerugian

berupa ganti kerugian materiil dan imateriil.

2. Bahwa pada perjanjian baku jasa pengiriman barang milik
JNE,TIKI,dan POS masih ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran
terhadap ketentuan pada Pasal 18 UUPK khususnya Ayat (2) mengenai
“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang
pengungkapannya sulit dimengerti.” Karena pada kenyataannya para

perusahaan jasa pengiriman barang tidak memberikan kesempatan
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kepada konsumen untuk membaca perjanjian baku tersebut. Ketentuan
dan syarat pengiriman barang perusahaan JNE, TIKI dan POS hanya
dipasang pada banner ataupun di sediakan pada situs website. Sehingga
kemungkinan para konsumen untuk membaca secara direct atau

langsung itu kecil.

Bahwa dengan berdasarkan tidak diberinya kesempatan untuk membaca
tersebut dikarenakan letak atau bentuk perjanjiannya sulit untuk terlihat
maka keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip contemporaneous,
apabila terjadi pelanggaran terhadap asas contemporaneous oleh pihak
pelaku jasa usaha, pasal 18 UUPK telah mencantumkan kemungkinan
untuk diterapkannya hukuman secara pidana berupa penjara maksimum
lima tahun atau denda maksimum dua miliar rupiah. Dikarenakan
subjek yang bertindak sebagai pelaku jasa usaha adalah korporasi, maka
teknis pemidanaannya dapat mengacu pada Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 13 tahun 2016.

Bahwa dalam hal konsumen hendak memintakan pertanggungjawaban
perdata terhadap pihak pelaku usaha jasa, ia dapat melayangkan gugatan
perbuatan melawan hukum karena kesalahan pelaku usaha yang tidak
melaksanakan kewajibannya pada tahap pra-kontraktual. Perbuatan
pelaku usaha yang merugikan konsumen harus
dipertanggungjawabkannya berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata jo.
Pasal 18 ayat 2 dan pasal 5 huruf ¢ UUPK.
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2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dan uraian

kesimpulan yang diperoleh, maka dengan ini penulis menyampaikan beberapa

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya perlindungan konsumen
jasa pengiriman bareng. Berikut merupakan saran-saran yang dapat penulis
sampaikan:

a. Bahwa pelaku usaha, dalam hal ini JNE, TIKI,dan POS selaku penyedia
layanan jasa pengiriman barang hendaknya ketika akan melakukan
transaksi dengan konsumen pengguna jasa pengiriman barang memberikan
kesempatan kepada konsumen ataupun calon konsumen untuk membaca
syarat dan ketentuan pengiriman, maka ketika konsumen menyetujui untuk
menggunakan layanan jasa pengiriman, konsumen juga memahami syarat
dan ketentuan pengirimannya sebagaimana ia memahami apabila ada
konsekuensi yang ia tanggung di dalamnya. Ataupun perjanjian baku
tersebut dapat dicetak dalam jumlah yang banyak hingga kemudian
konsumen dapat dengan mudah membacanya. Selain itu dapat
diberitahukan juga bahwa perjanjian baku yang isinya berisikan tentang
syarat dan ketentuan jasa pengiriman barang terdapat dalam situs internet
(website) dapat dibuat dalam bentuk clickwrap sehingga apabila konsumen
akan mengirimkan barang melalui daring diharapkan membaca syarat
standar yang terdapat di dalamnya dan memberi centang sebagai bentuk
persetujuan terhadap syarat standar tersebut

b. Konsumen hendaknya lebih memiliki kesadaran hukum untuk mengenal
hak-haknya. Konsumen juga harus lebih memahami bahwa membaca
seluruh isi dari perjanjian baku adalah suatu hal yang penting. Konsumen
juga diharapkan mau berpartisipasi aktif dengan melakukan pelaporan
ketika menemukan pelanggaran mengenai klausula ataupun perjanjian baku

yang digunakan pelaku usaha jasa pengiriman barang.
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c. Pemerintah sebagai regulator hendaknya dapat mengadakan suatu
mekanisme pelaporan dan evaluasi melalui Badan Perlindungan
Konsumen Nasional dimana dilakukan pemeriksaan terhadap kontrak-
kontrak yang hendak diberlakukan oleh pelaku usaha untuk membentuk
transaksi dengan konsumen, khususnya dalam hal ini pelaku usaha jasa
kurir. Dengan demikian, pelanggaran hak konsumen karena penggunaan
kontrak baku dapat diminimalisir.
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